Menimbang 


Mengingat 


PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL BAJERA 
NOMOR : 18 TAHUN 2023 


TENTANG 


PEMBENTUKAN KADER POSYANDU LANSIA 


DESA BAJERA 


PERBEKEL BAJERA, 


Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu suber daya 
manusia sejak dini sebagai potensi Pembangunan bangsa 
agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri 
perlu harus ditingkatkan melalui Posyandu Lansia. 


Bahwa untuk meningkatkan mutu Lansia, perlu 
dibentuk Kader Posyandu Lansia. 


Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam Hurup a dan b perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Perbekel Desa Bajera. 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), 


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6231), 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 


10. 


21, 


Ie, 


Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864: 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1203), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1261), 


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
960), 


Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 
19), 


13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 


tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ), 


14. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 


tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2019 Nomor 73 ), 


Menetapkan 


KESATU 


KEDUA 


15. 


16. 


37, 


18. 


19. 


20, 


21. 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, 
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 87 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2020 Nomor 23 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 100 ), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal  Berskala Desa (Lembaran Desa 
Bajera Tahun 2017 Nomor 3), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 02), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Lembaran 
Desa Tahun 2022 Nomor 07), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 09), 


MEMUTUSKAN 


Membentuk Kader Posyandu Lansia Tingkat Banjar Dinas 
dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan ini. 


Pokjanal Posyandu Lansia mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan 
perkembangan Posyandu Lansia. 

2. Menyusun jadwal pelaksanaan Posyandu Lansia. 

3. Menyiapkan proses pelaksanaan Posyandu Lansia 
sesuai jadwal. 

4. Melaksanakan proses Posyandu Lansia sesuai dengan 
petunjuk ( sistim 5 meja) 

5. Mengimformasikan masalah yang dihadapi kepada 
instansi terkait 

6. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada 
intansi terkait. 


LAMPIRAN 


: KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


KECAMATAN SELEMADEG, KABUPATEN TABANAN 


NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 


: 18 TAHUN 2023 
: 02 Januari 2023 
: PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 

KELOMPOK POSYANDU LANSIA 


BANJAR DINAS SE DESA BAJERA 


SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK POSYANDU LANSIA 
SE- DESA BAJERA 


NO BANJAR DINAS NAMA JABATAN 
1 2 | 3 4 
1 | Br. Dinas Bajera Kaja 1. Nur Tri Andayani Ketua 
2. Ni Putu Ayu Sri Utari Sekreteris 
3. Ni Made Astiti Bendahara 
4. Ni Ketut Subadri Anggota 
5. Erna Endang Anggota 
2 | Br. Dinas Bajera Tengah |1. Ni Gusti Ayu Parniasih Ketua 
2. 1 Gusti Ayu Santi Sekreteris 
3. Yeniwati Bendahara 
4. Ni Komang Suriati Anggota 
5. Tutik Lestari Anggota 
3 | Br. Dinas Bajera Kelod 1. Ni Ketut Seriasih Ketua 
2. Ni Putu Ratnadi Sekreteris 
3. 1 Gusti Made Rai Segara Bendahara 
4. Ni Ketut Arneni Anggota 
01 5. Ni Made Nastri Anggota 
4 | Br. Dinas Bajera Jero 1. Ni Nyoman Sutarmiasih Ketua 
2. Ni Ketut Alit Damayanti Sekreteris 
3. Ni Made Astuti Bendahara 
4. Sagung Putri Mulyani Anggota 
5. Dewa Ayu Suriani Anggota 
5 | Br. Dinas Bajera Sari 1. ALA Made Suastini Ketua 
2. Ni Luh Gede Sariati Sekreteris 
3. Ni Nyoman Nitiwati Bendahara 
4. Ni Kadek Sutarmi Anggota 
(S5. Ni Ketut Sukarwi Anggota 
6 Br. Dinas Saraswati 1. Ni Ketut Sudiasih Ketua 
2. Ni Nyoman Artati Sekreteris 
3. Ni Made Darniasih Bendahara 
4. Luh Gede Santriasih Anggota 
5. Ni Made Sutresmini Anggota 


L 


I PUTU SUKARATA 


Desa Bajera 


KETIGA 


KEEMPAT 


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Bajera Tahun Anggaran 2023. 


Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 02 Januari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 
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I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
1. Camat Selemadeg 
2. Ketua BPD Desa Bajera 
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 


4. Arsip. 


